
GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
r{oMoR: G/ / lv.LolH.Klzo2s

TENTANG

PENUNWKANKUASAPENGG}UNAANGGARAN,BENDAHARAPEITERIMAANDAN
BEIIDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAII PROVINSI

LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a

C

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor
Negara;

17 Tahun 2003 tentang Keuangan

b

bahwa dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan yang

dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025,

perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Fenerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan

Umum Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan ketentuan BAB I Huruf A angka 2 dan

angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tallun
2Oi,O tentatg Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah, menyebutkan kepala daerah selaku pemegang

k.k ".r"., iengelola keuangan daerah mempunyai

kewenangan, 
- 

".r[r." 
lain menetapkan Kuasa Pengguna

Anggaran: (KPA) dan Bendahara Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD);

bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b
tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan

dengan tertib, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran'

Ben-alahara Pinerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung Tahun

Anggaran 2025 dan menetapkannya dengan Keputusan

Gubemur LamPung;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
p.*..iituftut daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraiuran Pemerintah Pengganti

U.rau.r!-Urra"ng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
' 

i..rg.f.f"rt Keuangan ,Badan ^ ?yT"" Umum

;;;;;;;;"^ terarr Jiiiatr dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahlttt 2Ol2;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahur, 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provirisi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggarat 2025;

MEMUTUSI{AN:

KEPUTUS$ GUBERNUR TENTANG PENUNWI(AN KUASA
PEI{GGUITA ANGGARAN, BENDAIIARA PEITERIMAAN DAN
BEITDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PROVIilSI LAMPUNG TAIIUN ANGGARAN 2025.

Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah
Provinsi Lampung, dengan nama Pegawai Negeri Sipil, NIP,
dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai
berikut:

a. Kuasa Pengguna Anggaran:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihn dan memerintahkan

pembayaran;
4. mengadakan ikatan /perjanjian kerja sama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

5. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) LS

dan Tambah Uang (TU);

6. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang

dipimpinnya; dan
7. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran

lainnva berdasarkan kuasa yang dlimpahkan oleh
Pejabat Pengguna Anggaran.

b. Bendahara Penerimaan:
1. melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan Reniana Bisnis dan Anggaran di unit
kerja Pengguna Anggaran Daerah;

2. menyelenggarakan penatausahaan terhadap
penJrimaan dan penyetoran atas. penerimaan yang

menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundan g-Undangan ;
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C

3. mempertanggungiawabkan secara administratif atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungiawaban
kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnYa;
4. mempertanggungiawabkan secara fungsional atas

pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kepada Penguna Anggaran paling lambat tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnYa;
5. meyetorkan seluruh penerimaan BLUD melalui

rekening kas umum Badan Layanan Umum Daerah
yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;

6. menyetorkan seluruh penerimaan kas ke rekening kas
Badan Layanan Umum Daerah, maksimal 1 (satu) hari
kerja setelah penerimaan uang kas;

7. dilarang melakukan baik secara langsung maupun
tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak
sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan penjualan;

8. tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas
nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan
pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan
Layanan Umum Daerah; dan

9. tidak boleh menyimpan uang, cek atau surat berharga
lebih dari 1 (satu) hari kerja.

Bendahara Pengeluaran:
1. melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran di unit
kerja Pengguna Anggaran Daerah;

2. menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan
teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. mempertanggungjawabkan penggunaan uang
persediaan /ganti uang persediaan /tambah uang
persediaan kepada Pemimpin Badan Layanan Umum
baerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya;

4. mempertanggungjawabkan penggunaar uang yang

men;adi tanggungiawabnya dengan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku- Bendahara

Umum Daeiah paling lambat tanggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnYa;
5. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh

bendahara pengeiuaran pembantu sekurang-

kurangnya t isaiu) kali datam 3 !!iga) bulan dan

dituan-gkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;

6. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas

laporan pertanggungjawaban pengeluaran terhadap

bendahara Pengeluaran Pembantu;
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KETIGA

7. mengelola belanja bunga, subsisi, hibah, bantuan
sosial, belanja bagi hasil, bantuan Keuangan, belanja
tidak terduga dan pembiayaan melakukan
penatausahaan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;

8. dilarang melakukan baik secara langsung maupun
tidak l.ngsung kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan dan penjuatan jasa atau bertindak
iebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan penjualan;
dan

9. tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas

rra-" piib.di pada Bank atau Giro pos dengan tujuan
pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan
Layanan Umum Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2025

sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal *-/- 2025

Pj . GUBERNUR G

SUDIN

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 

-4. Kepala Badan Perencanaan-Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung;

5. i6;; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung;

;. K6;i; Biro Hukuir Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung;

7. Masing-masinB yang bersangkutan'
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